
Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoesia
Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 ten tang Pembentukan
Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat 1

Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 nomor 122, Tarnbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4355);
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bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 17 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan
Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara,
Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerirna Tunjangan Tahun
2021, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis
Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada
Aparatur Negara yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun 2021;

BUPATILOMBOKTIMUR,

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

Menimbang

PETUNJUKTEKNISPEMBERIANTUNJANGANHARIRAYADANGAJI
KETIGABELASBAGIAPARATURNEGARAYANGBERSUMBERDARI
ANGGARANPENDAPATANDANBELANJADAERAHTABUN2021

TENTANG

PERATURANBUPATILOMBOKTIMUR
NOMOR38 TAHUN2021

BUPATI LOMBOK TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT



Pasal1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah

Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu,
diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat

Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

BAB I
KETENTUANUMUM

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN
TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS BAGI
APARATUR NEGARA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN

PENDAPATANDANBELANJA DAERAHTAHUN 2021.

MEMUTUSKAN:

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian
Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Apartur

Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan
Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6682);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021

(Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2020 Nomor

7;
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PNS dan Calon PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c
dan Pasal 3 huruf c tidak termasuk PNSdan Calon PNSyang sedang
menjalani cuti diluar tanggungan negara atau ditugaskan diluar
instansi pemerintah daerah baik didalam maupun di luar negeri
yang gajinya dibayarkan instansi tempat penugasan.

Pasal4

Pasal3
Gaji KetigaBelas diberikan kepada:
a. Bupati dan WakilBupati;
b. Pimpinan dan AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah;
c. PNSdan Calon PNS;
d. PPPK.

Pasal2
Tunjangan Hari Raya diberikan kepada:
a. Bupati dan WakilBupati;
b. Pimpinan dan AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah;
c. PNSdan Calon PNS;
d. PPPK;
e. PegawaiNonAparatur Sipil Negara.

BAB II

PEMBERIANTUNJANGANHARIRAYADANGAJIKETIGABELAS

2. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM
adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna
Anggarari/Kuasa Pengguna Anggaran atau Pejabat lain yang
ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Dokumen
Pelaksanaan Anggaran atau sebutan lain yang dipersamakan.

3. Surat Perintah Pencairan dana yang selanjutya disebut SP2D
adalah Surat Perintah yang diterbitkan oleh Badan Pengelolaan
Keuangan Dan Aset Daerah selaku Kuasa Bendahara Umum
Daerah untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan SPM.
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Pasal9
Tunjangan Hari Raya dan Gaji KetigaBelas bagi Calon PNS terdiri
atas:
a. 80 % (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
b. tunjangan keluarga;
c. tunjangan pangan dalam bentuk uang;
d. tunjangan umum.

Pasal8
Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Pimpinan dan
AnggotaDewanPerwakilanRakyat Daerah, terdiri atas:
a. uang representasi;
b. tunjangan keluarga; dan
c. tunjangan jabatan.

Pasal7
Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Bupati, Wakil
Bupati, PNS,dan PPPK,terdiri atas:
a. gaji pokok;
b. tunjangan keluarga;
c. tunjangan pangan dalam bentuk uang; dan
d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum.

Pasal6
(1) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3

besarannya diberikan sesuai dengan gaji bulan Juni.
(2) Dalam hal Gaji KetigaBelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima
karena berubahnya penghasilan kepada yang bersangkutan tetap
diberikan selisih kekurangan Tunjangan Hari Raya.

Pasal5
(1)Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

besarannya diberikan sesuai dengan gaji bulan April.
(2) Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya
diterima karena berubahnya penghasilan kepada yang
bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Tunjangan Hari
Raya.
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Pasal 14
Tunjangan Hari Rayadan Gaji KetigaBelas tidak termasuk :
a. tambahan Penghasilan Pegawaiatau sebutan lain;
b. insentif kerja;
c. insentif khusus;
d. tunjangan Profesiatau tunjangan khusus guru;
e. tambahan penghasilan bagi guru PNS;
f. tunjangan pengelolaan arsip statis bagi PNS;dan
g. tunjangan Bahaya Radiasi bagi pekerja radiasi.

Pasal 13
Uang representasi, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, merupakan uang
representasi, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 12
Gaji Pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan
jabatan atau tunjangan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal
7 dan Pasal 9, merupakan gaji pokok, tunjangan keluarga,
tunjangan pangan, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 11
Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimkasud dalam Pasal 10
diberikan kepada Pegawai Non Pegawai Aparatur Sipil Negara
dengan persyaratan meliputi :
a. diangkat oleh pejabat yang memilikikewenangan dan atau telah

menandatangani petjanjian kerja sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

b. telah melaksanakan tugas pokok secara penuh dan terus
menerus paling singkat selama 1 (satu) tahun sejak
pengangkatan atau penandatanganan perjanjian kerja

Pasall0
Tunjangan Hari Raya bagi Pegawai Non Pegawai Aparatur Sipil
Negara besarannya diberikan sesuai gaji/penghasilan/sebutan
lainnya pada bulan april.
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Pasa119
Pendanaan pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten LombokTimur.

BABIV
PENDANAAN

Pasa118
Proses penerbitan dan pengajuan SPP, SPM dan SP2D Tunjangan
Hari Raya dan Gaji KetigaBelas dilakukan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

Pasal17
(1)Gaji KetigaBelas dibayarkan paling cepat pada bulan juni 2021.
(2)Dalam hal Gaji KetigaBelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

belum dapat dibayarkan, pembayaran Gaji Ketiga Belas dapat
dibayarkan setelah bulan juni.

Pasal16
(1)Tunjangan Hari Raya dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh_ hari

kerja sebelum tanggal hari raya.
(2)Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada

ayat (I) belum dapat dibayarkan, pembayaran Tunjangan Hari
Raya dapat dibayarkan setelah hari raya.

BAB III

PEMBAYARAN

PasallS
(I) Besaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas tidak

dikenakan potongan iuran dan/ atau potongan lain bedasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana
dimaksud pada ayat (I) dikenakan pajak peghasilan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan
ditanggung oleh pemerintah.

(3) Terhadap Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pembulatan
sebagaimana mestinya
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BERlTA DAERAH KABUPATENLOMBOK TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 38

MUHAMMADJUAlNI TAOFIK

SEKRETARlS DAERAH

KABUPATEr::;BOK TlMUR,

Diundangkan di Selong
pada tanggal 30 April 2021

1M. SUKIMANAZMY

Ditetapkan di Selong

pada tanggal 30 April 2021

tBUPATI LOMB~ TIMUR,W--

~

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dala.m Berita Daerah
Kabupaten Lombok Tirnur.

Pasa120
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

BABV
KETENTUAN PENUTUP
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